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2 KET'{ENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDoNESIA ,
V DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM ,I
,,
7I KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN F1AK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA 2

, NoMoR: AHU - 56t .AH.0l.04.Tahun 20ll ,
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A PENGESAHANYAYASAN 2

, MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDoNESIA 
,,

, Membaca : Surat permohonan dariNotaris Dian Fitriana, SH, MKn Nomor I4NOT/U201I tanggal ,,
'l 14 Januari 2011 perihal permohonan pengesahan akta pendirian yayasan yang diterima I'4 tanggal 19 Januari 201 l; ,,2
Z Menimbang : Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang di Z
V sampaikan kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, akta tersebut telah Z
, memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga 7
A dapatdisahkan; ,,2
Z Mengingat : l. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara 2
V Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor II2, Tambahan Lembaran Negara Z
'l Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undarg-undang Republik Indonesia 7
7. Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun ,
7l 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7.

, I 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430); Z
V 2. Peraturan Pemerintah Republik lndonesia Nomor 63 'l-ahun 2008 tentang Z
V Pelaksanaan Undang-undang tentang Yayasan (Lembaran Negara Republil Z
7. Indonesia Tahun 2008 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik 2
7l Indonesia Nomor 489a); ,.
Z 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 20 l0 tentang Kedudukan, 2
Z Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara; V.t/, 4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7
,. M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 Tanggal 30 Desember 2010 tentang Organisasi 'l
V 

dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; 
Z

7 MEMUTUSKAN ,
, Menetapkan , 

*It*lu I UUKAN 
,

7 PERTAMA : Memberikan Pengesahan Akta Perrdirian : I7-2
2 YAYASAN PELII A PERSADA ,,

Z Npwp:0r.952.u4.s-oo6.ooo ,7/. 2
', berkedudukan di Ujung Menteng, Rukun Tetangga 015, Rukun Warga 001, 7
2 Kelurahan ujung Menteng, Kecarnatan Cakung, Jakarta Timur, sesuai dengan Akta 2
, Nomor 03 tanggal 07 Januari 20ll yang dibuat oleh Notaris Dian Fitriana, SH, MKn 2
7 berkedudukan di Kabupaten Kararvans Z7. '/,
7, KEDUA : Keputusan inimulai berlaku sejak tanggalditetapkan. 7

, I)iterenken di lekzrta 

t,

V Ditetapkan di Jakarta

2 Padatanggal 08 Pebruari 2011 ,,77 A.n. MENTEzu HUKUM DAN HAKASASI MANUSIA REPUBLIK INDoNESIA V7l r L.rr. rY&r\ rlru rlvl\vlYl unt\ JJ6alnDnol tYtnt\\JJln tul \JDLll\ ll\u\-/1\Loln 7/

, DIREKTURJENMNuINISTRASI HUKUM UMUM .,
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